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Tantangan Perempuan Raih Kursi DPR

Urutan atas di daftar caleg cukup menentukan keterpilihan. Untuk itu. dibutuhkan dukungan parpol agar caleg
perempuan menempati urutan itu. Harapannya. 30 persen keterwakilan perempuan di parlemen terpenuhi.

Ninuk Mardiana Pambudy

ertemuan di kediaman
P(;us Kanjeng Ratu He-

mas di kaw

Jumat (22/4/2022), sambil
berbuka puasa be positif.
Pertemuan puluhan perempu-
an lintas partai politik, orga-
nisasi, dan individu secara da-
ring dan luring itu menyepa-
kati agenda mendorong
keterwakilan perempuan di
]

dang Tindak Pidana Kekerasa

tertinggi
sejauh i

Partai menentukan

Gerakan perempuan Indo-
nesia pasca-Reformasi 1998
memperlihatkan hal menarik,
vaitu inisiatif kuat masyz lrlkll
il dengan tidak memba
diri pada partai politik dan go-
longan. Keterbelahan yang ter
Jjadi saat Pemilu 2019 berhasil
cair dengan agenda bersama,
vaitu meningkatkan keterwa-
kilan perempuan di lembaga
pemerintahan dan lembaga
publik.

"Memperj kepen-

qang berhasil dicapai

Seksual (UU
April 2022

TPKS) pada 12
juga meningkatkan
1 diri bahwa kerja
dilakukan dan
memberi hasil.

Pertemuan Maju Perempu
an Indonesia (MPI) di kedi-
aman Wakil Koordinator \ll'l
Edriana Nurdin dari P

Gerindra, Kamis (28/4), juga
membahas topik ama.
Kelompok lintas pa gerak-
an perempuan, dan individu
yang dikoordinatori Lena
Maryana Mukti dari Partai
Persatuan Pembangunan
(PPP) ini membahas strategi
meningkatkan keterwakilan
perempuan di lembaga legis-
latif, eksekutif, yudikatif, dan
lem a publik lain.
Revisi b Undang-un-
dang Hukum Pidana dan pe-
ngesahan RUU Per
Pekerja Rumah Tangga juga
masuk dalam agenda pemba-
hasan.

Mereka yang hadir di pc

luring pada pertemuan di ke-

diaman Hemas,

Berbagai lobi mendorong
duduknya masing-masing satu
perempuan seb: anggota
Komisi Pemilihan Umum dan
anggota Badan Pengawas Pe-
milu. Hal ini menunjukkan
bahwa mvntmpulk‘m satu pe-
rempuan saja di masing-ma
sing lembaga tersebut bukan
pekerjaan mudah.

Jpaya menempatkan pe-
rempuan di dalam organisasi
po]i(lk lembaga h gh] atif, ek

tingan perempuan memerlukan
upaya bersama untuk memberi
hasil seperti pada pengesahan
UU TPKS” ujar Hemas.
Hemas mengungkapkan
ingin lebih banyak lagi perem-
puan berkualitas berada di
lembaga negara pengambil ke-
di parpol, cksekutif,
if. dan legislatif.
Dalam praktiknya tidak mu-
dah mendorong naiknya jum-
lah perempuan di parlemen.

kux si di parlemen juga tidak
nm(l.nh bagi laki-laki, klupx
a tantangan kh:
lami perempuan.
dan Media Komite Peme:
an Pemilu Nasional Partai
Amanat Nasional Dian Islami-
an kesulit-
n merukru( perempuan ma-
suk ke parpol karena masih
iti dunia

ing-

angan lain, peran ganda
perempuan di rumah dan di
luar rumah. Sistem g mens
dukung di dal: rga inti
dan keluarga, di parpol. dan di
masyarakat berperan penting
dalam keterlibatan perempuan
di politik. "Perempuan dari ke-
luarga yang biasa terlibat d
lam politik lebih tertarik ter-
jun ke politik. Keluarga lebih
siap mendukung,” tutur Dian.
ah berat ada-
ampanye dan meng.
i di tempat pemu-

1 PAN di Jakarta pa-
2019, Dian meng-
a hilang dalam
di TPS akibat ke-

da Pemilu

alami suarar

n. menonjol dalam
mendorong keterwakilan pe-
rempuan. Perjuangan teruta-
ma untuk a tindakan
Kkhusus sementara (affirmative
action) karena keterting-
galan perempuan akibat sis-
tem politik dan praktik politik
tidak memberi kesempatan
setara

Tindakan khus mentara
ini berhasil menaikkan keter-
wakilan perempuan meski be-
lum mencapai jumlah ideal 30
persen. Pemilu 2019 berhasil
menempatkan 120 perempuan
dari total kursi DPR atau
20,8 persen. Ini adalah jumlah

kurangan saksi. Akibatnya, i
tak berhasil pada pemilu kala
itu. Namun, Dian tetap memi-
a kembali mencalon-
anggota legis-

latif pada Pemilu 2024

Syafa Illiyin dari PPP men-
ejak Pemilu 2004 untuk
duduk di DPR dan belum ber-
hasil. Pada Pemilu 2019 dia
menjadi caleg DPR untuk Da-
erah Pemilihan (Dapil) Jawa
Timur 7 yang meliputi Pa
Ngawi, Ponorogo, dan Treng-
galek. Kesulitan p ma ada-
lah memobilisasi diri karena
dapil begitu luas

Meskipun ada peraturan
Komisi Pemilihan Umum bah
wa caleg hanya boleh menge-
luarkan anggaran Rp 15000
untuk tiap calon pemilih saat

acitan,

[
70.%

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Berdasarkan Jenis Kelamin

423 (92.0%)
441 (88,2%)

438 (87.6%)

442 (88.4%)

kampanye, praktiknya banyak
caleg menyediakan lebih.
Warga di des ya 20-an
persen yang mengenal gadget
(gawai), selebihnya harus dida-
tangi tatap muka,” tutur Illiyin.

Situasi ini berbeda dari
strategi Dian Fatu g
menggunakan media sosial se-
perti Tik Tok untuk menjang-
kau calon pemilih.

Menurut Illiyin, saat berte-
mu calon pemilih, pada akhir-
nya pertanyaan mereka, selain
seputar dan misi partai,
adalah apakah caleg membawa

Laki-Laki

Perempuan

1055 16
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sesuatu yang konkret. "Per-
mintaan itu semakin jLLL\ er-
utama dari tokoh mas; 3
saat mendekati hari pemu-
ngutan suara. Di perkotaan,
calon pemilih masih tertarik
budlakuq anLlnL program

1, itu tidak

terjadi.” k.)m Iy
Untuk mendanai saksi dan
menemui calon pemilih, Miyin
menyebut, harus disiapkan da-
na Rp 2 miliar-Rp 3 miliar.
Meskipun parpol membantu
dana kampanye, jumlahnya
as. [tu pun biasanya da-
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lam bentuk cendera mata. Se-
mentara itu, calon pemilih

a Sundari, anggota DPR
RI tahun 2004 hingga 2019
dari Partai Demokrasi Indone-
sia Perjuangan (PDI-P) dan
Direktur Sarinah Institute,
berpendapat, parpol berperan
penting membantu mening-
katkan jumlah perempuan di
DPR. Pendapat serupa juga di-
sampaikan Dian dan iyin
Apalagi, pemilih umumnya
memilih caleg pada nomor
urut 1 hingga paling jauh no-

Anggota DPD periode 2019-2024, Jialyka Maharani,

KOMPAS HERL SKI KU MORC

saat hadir

dulum pelantikan anggota DPR, DPD, dan MPR dalam sidang

purna di Gedung Kura-kura, Kompleks Parlemen, Senayan,
Jll\ArLI Selasa (1/10,/2019). Hingga

at ini, keterwakilan

perempuan di parlemen masih rendah

mor 3. Sistem pemilu daftar
terbuka dengan kewajiban me-
nempatkan satu perempuan
dari tiap tiga calon secara teori
akan memperbesar peluang
perempuan terpilih bila pe-
rempuan berada pada nomor
urut 1 sampai 3.

Penempatan nomor urut ca
leg merupakan kewenangan
parpol, karena itu peran parpol
sangat besar. Nomor urut atas
pada umumnya diperuntukkan
bagi caleg yang menjadi peng
urus part. arena itu, harus
dibuka jalan agar perempuan
dapat duduk 1 kepengu-
rusan partai. "Perempuan
menghadapi problem struktu-
ral, kuncinya pada d
parpol.” tambah Eva.

Tantangan perempuan pada
Pemilu 2024 akan berat de-
em daftar terbuka; bi-
mendapat kursi, kursi
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suara terbany Bila tidak di
bantu, pencapaian jumlah mi-
nimal 30 persen kursi diisi pe-
rempuan sulit didekati. PDI-P
dapat mengambil peran me-
ningkatkan jumlah perempuan
di DPR,” tambah Eva.

Mengapa 30 persen

Penelitian di sejumlah ne-
),,Al"l memperlihatkan, suatu

tersebut.
Rendahnya keterwakilan pe
rempuan di lembaga legislatif,
kutif, dan yudikatif me-
habkan rendahnya kebijak-
an responsif jender. Kebijs
jender bukan hany

inklusif bagi Kebijaks
ini diperlukan untuk meme-
nuhi kebutuhan dan akses ber-
\ perempuan dan
setiap orang
ati dampak ke-
ra dan adil.

Perempuan sel
penduduk meruy
ekonomi, sosi
menentukan kem juan suatu
neg: Ketertinggalan perem-
puan adalah kerugian bagi ne-
gara.

Namun, jumlah saja tidak
cukup. tik menunjukkan,
semakin tinggi posisi dalam
suatu lembaga di mana kebi-
jakan penting diambil, sema-
kin sedikit jumlah perempuan.
Karena itu, perempuan harus
mendapat akses untuk duduk
pada I\chnguru\m parpol
serta pimpinan fraksi, komisi,
panitia kerja, dan lembaga ke-
lengkapan DPR/DPRD.

Meningkatkan kualitas ke-
pemimpinan perempuan k:
na itu mcnj.ndx Lmng‘m Se-

jjakan dapat meng
kan kelompok yang tertinggal
bila minimal terdapat 30
persen anggota dalam lembaga

jarah

an bisa menjadi pgnnmpm
Dukungan dari perempuan lin-
tas partai dan kelompok akan

kepentingan kelompok

apaian kesctaraan.




